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Resti Fouziah. 2017. E0013333. ANALISIS WEWENANG NEGARA 
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI 
NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK 
KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait 
penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang sedang 
diselenggarakan oleh Pemerintah melalui pengaturan penyelenggaraan PTN dan 
PTN BH diatur oleh beberapa produk hukum dari tingkat Undang-Undang hingga 
Peraturan Rektor Universitas. Dan bagaimana hak konstitusional terpenuhi 
melalui otonomi akademik PTN BH 
 Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. 
Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan 
dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan studi pustaka dan dilakukan wawancara untuk melengkapi informasi 
penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. 
 Pendidikan Tinggi sebagai pilar bangsa dan motor perubahan sosial 
memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan Tinggi 
merupakan hak yang terjamin secara konstitusional sebagai citizen right dan 
human right. Perkembangan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia 
mengalami perubahan status dari waktu ke waktu. Mulai dari Satuan Kerja (PTN 
Satker) dan yang terakhir adalah Badan Hukum (PTN BH). Namun, hingga saat 
ini status PTN BH masih menimbulkan polemik pro dan kontra di dalam 
masyarakat. Secara normatif, penulis mengkaji regulasi yang relevan dengan 
pengaturan PTN BH dan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk 
mengoptimalkan penyelenggaraan PTN BH. 
 







Resti Fouziah. 2017. E0013333. ANALYSIS OF STATE AUTHORITIES FOR 
IMPLEMENTATION BADAN HUKUM UNIVERSITY (PTN BH) TO 
FULFILLMENT AN EDUCATIONAL CONSTITUTIONAL RIGHTS. Legal 
Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
 This study describes and examines issues related to the implementation 
of State University of Legal Entity (PTN BH) which is being held by the 
Government through the arrangement of PTN and PTN BH arrangements 
regulated by some legal products from the level of the Act to the Rule of the 
University. And how constitutional rights are fulfilled through academic 
autonomy of PTN BH 
 This research is a normative legal research which is prescriptive. 
This legal research is using statute approach, case approach, comparative 
approach, and the concept approach. The research materials used in this legal 
research is primary legal materials and secondary legal materials. Technique of 
collecting data used was document study and to complete the data do the retrieval 
of information by interviews. Technique of anayzing data used in thes research 
was syllogism method with deductive thinking pattern.  
 Higher Education as a pillar of the nation and motor of social change 
has a very strategic role in developing the ability and form the character of 
civilization of a dignified nation. Higher Education is a constitutionally 
guaranteed right as citizen right and human right. The development of State 
University management in Indonesia has changed status from time to time. 
Starting from the Satuan Kerja (PTN Satker) and the last is the Badan Hukum 
(PTN BH). However, until now the status of PTN BH still raises the polemic of 
pro and contra in society. Normatively, the authors review the regulations 
relevant to the regulation of PTN BH and some efforts must be made to optimize 
the implementation of PTN BH. 
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penulis di kemudian hari. 
 Penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai 
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